Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

1.1.  Dasar   Hukum



Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan salah satu dari instansi daerah di Provinsi Jambi sebagaimana yang tertuang dalam  Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, mengemban tugas untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan secara profesional dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kewenangannya.
Berdasarkan Perda Nomor : 37 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok : 
Membantu Gubernur Dalam Rangka Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Ditugaskan kepada Daerah Provinsi Sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kehutanan.
b. Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan hutan di Provinsi Jambi 
c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hanyati dan ekosistemnya di Provinsi Jambi.
d. Pelaksanaan Penyuluhan kehutanan Provinsi Jambi dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan.
e. Pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Lintas Kabupaten / Kota dan dalam Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi 
f. Pelaksanaan Koordinasi Kehutanan dengan Instansi terkait lainnya bidang Kehutanan
g. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1.2   Gambaran Umum  Daerah



Dalam kurun waktu selama tahun 2018 situasi dan kondisi bidang kehutanan di Provinsi Jambi dapat digambarkan sebagai berikut :

1. 	LUAS WILAYAH PROVINSI JAMBI.

Luas wilayah Provinsi Jambi ± 4.882.857 Ha yang terdiri dari kawasan hutan 2.098.535 Ha  dan diluar kawasan hutan 2.779.876,06 Ha serta Perairan 4.445,94 Ha. Secara geografis terletak diantara 000 45’ s/d 20 45’ LS dan antara 1010 10’ s/d 1040 55’. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan sebelah timur dengan Selat Berhala (Kepulauan Riau). Memperhatikan karakteristik wilayah, Provinsi Jambi berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, secara spesifik daerah hulu merupakan bentangan pegunungan Bukit Barisan khususnya bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat.

2. LUAS KAWASAN HUTAN.

Luas Kawasan Hutan Tetap di Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 863/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 seluas 2.098.535,00 Ha dengan rincian sebagai berikut :
a. 	Hutan Produksi Terbatas			: 258.285,00 Ha 
b. 	Hutan Produksi Tetap			: 963.792,00 Ha 
c. Hutan Konversi 			:   11.399,00 Ha 
d. 	Hutan Lindung			: 179.588,00 Ha 
e. 	Hutan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 	: 685.471,00 Ha

3.  KAWASAN TAMAN NASIONAL.
a. 	Taman Nasional Kerinci Seblat		: 429.630,- Ha 	
b. 	Taman Nasional Berbak 			: 146.000,- Ha	
c.	Taman Nasional Bukit Duabelas		:   60.500,- Ha	
d. 	Taman Nasional Bukit Tigapuluh		:   33.000,- Ha



4. Cagar Alam.

a. Cagar Alam Durian Luncuk I seluas 73.74 Ha.
b. Cagar Alam Durian Luncuk II seluas 41.37 Ha.
c. Cagar Budaya Tabir Kejasung seluas 26.464 Ha.

5. Taman Wisata Alam

a. Taman Wisata Bukit Sari seluas 425.50 Ha.
b. Taman Hutan Pinus kenali Pal 11 seluas 10.56 Ha.

6. IUPHHK-HTI Provinsi Jambi.

a. PT. Wira Karya Sakti Seluas 293.812,- Ha
b. PT. Rimba Hutani Mas Seluas 51.260,- Ha.
c. PT. Tebo Multi Agro Seluas 19.770,- Ha.
d. PT. Jebus Maju Seluas 15.012,- Ha
e. PT. Wana Kasita Nusantara seluas 8.783,62 Ha
f. PT. Wanamukti Wisesa seluas 9.263,77 Ha.
g. PT. Wana Perintis seluas 6.900,- Ha
h. PT. Limbah Kayu Utama seluas 19.300,- Ha
i. PT. Samhutani seluas 35.955,- Ha
j. PT. Alam Lestari Nusantara seluas 10.785,- Ha
k. PT. Agronusa Alam Sejahtera seluas 22.525,- Ha
l. PT. Malaka Agro Perkasa seluas 24.485,- Ha.
m. PT. Mugitriman International seluas 37.500,- Ha
n. PT. Lestari Asri Jaya seluas 61.495,- Ha
o. PT. Hijau Arta Nusa seluas 32.620,- Ha
p. PT. Delonix Lestari Raya seluas 5.050,- Ha
q. PT. Rimba Tanaman Industri seluas 8.155,- Ha

7. HTI yang di cabut ijinnya :

a. PT. Wana Teladan seluas 9.800,- Ha
b. PT. Gamasia Hutan Lestari seluas 19.675,- Ha
c. PT. Dyera Hutan Lestari seluas 8.000,- Ha
d. PT. Arangan Hutan Lestari seluas 9.400,- Ha 



8.  IUPHHK-RE

a. PT. PT. REKI seluas 46.385,- Ha
b. PT. Alam Bukit Tigapuluh seluas 38.665,- Ha.

9. PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Monitoring Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Propinsi Jambi Tahun 2018 Sebagai Berikut : 
a. Kapasitas Produksi sama dengan atau lebih dari 6.000 M³/ Tahun yang telah mendapat ijin sebanyak 30 Unit.
b. Kapasitas Produksi 2.000 - 6.000 M³/ Tahun yang telah mendapat ijin sebanyak 54  Unit.
c. Kapasitas Produksi Kurang dari 2.000 M³/ Tahun yang telah mendapat ijin sebanyak 17 Unit.
d. Produksi kayu olahan tahun 2018 Terdiri dari :
· Kayu Gergajian	:       18.258.1248 M³
· Plywood	:     136.279,4373 M³
· Wood Working	:       23.832.7699 M³
· Chip Wood	:      3.052.523,43 TON
· Pulp	:         890.442,56 TON
· Tissue	:         123.384,82 TON
· Veneer	:      138.361,5179 M³

e. Produksi kayu bulat, kayu bulat Kecil dan BBS/Limbah tahun 2018 Terdiri dari :
· Kayu bulat (Alam)	:       25.123,49 M³
· KBK / BBS (Alam)	:       41.834,07 M³
· KBK/BBS (HTI/Tanaman)	:  4.941.672,83 M³
· Karet	:     108.481,00 M³
· Sengon	:         8.833,52 M³	






10. IJIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Izin Pinjam Pakai yang dikeluarkan sebanyak 73 Izin dengan luas 149.531,54 Ha, Yaitu untuk Kegiatan Migas sebanyak 58 Izin dengan luas 144.649,77 Ha dan untuk Tambang sebanyak 15 Izin seluas 4.881,77 Ha.

11. IJIN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 

Izin Hasil Hutan Bukan Kayu.
Izin Hasil Hutan Bukan Kayu yang dikeluarkan sebanyak 15 Izin dengan luas 10.657,31 Ha.

12. Perhutanan Sosial Provinsi Jambi.
B. Luasan Pencadangan Areal Perhutanan Sosial berdasarkan PIAPS adalah seluas 368.253 Ha.
C. Ijin Perhutanan Sosial Provinsi Jambi sampai dengan 26 Desember 2018 untuk 5 Skema :
· HTR sebanyak 85 Unit dengan total luasan 29.476,80 Ha (3.107 KK)
· HKm sebanyak 40 Unit dengan total luasan 21.634 Ha (4.892 KK)
· Hutan Adat sebanyak 21 Unit dengan total luasan 6.259,5 Ha.
· Hutan Desa sebanyak 38 Unit dengan total luasan 95.110 Ha.
· Kemitraan Kehutanan (279 Kepala Keluarga) :
· Masyarakat – Pemegang Ijin Pemanfaatan sebanyak 5 unit yang sudah pengakuan dan perlindungan dari Menteri (KULIN KK) dengan total luasan 1.303,31 Ha.
· Masyarakat – Pemegang Ijin Pengelolaan : 1 Unit yang sudah KULIN KK dengan Luas 158,62 Ha.
Total luas Kemitraan 1.461,93 Ha.



D. Total ijin Perhutanan Sosial yang sudah terbit di Provinsi Jambi sampai dengan Oktober 2018 untuk 5 Skema adalah 189 Unit  seluas  153.935 Ha atau seluas 41,8 % dari total Areal Pencadangan (PIAPS)
E. Skema Perhutanan Sosial dapat diusulkan dalam kawasan hutan yang dicadangkan dalam PIAPS. Terhadap Kawasan hutan yang tidak berizin skema yang dapat diusulkan adalah HTR, HKm, HD dan HA (Untuk Ha dapat juga diusulkan pada Hutan Hak / diluar Kawasan Hutan), sedangkan untuk kawasan berizin dapat diusulkan skema kemitraan kehutanan dengan pemilik izin (perusahaan atau KPH)
F. Yang menjadi kendala dalam realisasi ijin perhutanan sosial adalah “masih adanya areal berkonflik yang harus difasilitasi penyelesaian konfliknya terlebih dahulu sebelum diajukan / diproses penerbitan ijin”  dengan luas 128.997,58 Ha.
 (Sumber : Rumusan Lokakarya POKJA PPS).
G. Strategi percepatan ijin perhutanan sosial yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi “Melakukan penyuluhan / sosialisasi mengenai program perhutanan sosial baik dalam hal pra ijin maupun pasca ijin kepada masyarakat”.

13.  Hutan Adat.
Penetapan Hutan Adat melalui Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sampai 31 Desember 2018 sebanyak 21 Hutan adat yang terdiri dari :
a. Hutan Adat berada di Kabupaten Kerinci : 5 Hutan Adat.
b. Hutan Adat berada di Kabupaten Merangin : 3 Hutan Adat.
c. Hutan Adat berada di Kabupaten Bungo : 5 Hutan Adat.
d. Hutan Adat berada di Kabupaten Sarolangun : 8 Hutan Adat.

Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan :
b. Pada Tahun 2018 terdapat 23 Konflik yang terfasilitasi dan dimediasi yang tersebar di 9 Kabupaten Provinsi Jambi.
c. Pada Tahun 2019 terdapat 69 Potensi Konflik tenurial baru yang tersebar di 9 Kabupaten Provinsi Jambi.




VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN 
ARAH KEBIJAKAN
2.1. Visi dan Misi




Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahap I tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Visi di Provinsi Jambi yaitu : “Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil Sejahtera (TUNTAS) 2021”.
Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan sektor kehutanan dan pembangunan daerah tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, maka ditetapkan Visi Dinas Kehutanan adalah: 

”Terwujudnya Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera Menuju 
Jambi Tuntas 2021”

Misi organisasi  diharapkan akan dapat mencapai tujuan  dibentuknya Dinas Kehutanan sebagai instansi yang  bertanggung jawab dan  menjadi satu-satunya instansi yang mempunyai kompetensi utama di Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan  pengelolaan hutan  secara lestari, yang dalam jangka pendek diorientasikan untuk mencapai   komitmen  kepada masyarakat Internasional, Nasional dan Daerah yang  prinsipnya sebagai upaya perbaikan kondisi pengelolaan hutan di Propinsi Jambi, dan secara umum sebagai upaya perbaikan Sistem Pengelolaan Hutan Nasional. 
Misi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi  dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik. 
2. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antara umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
3. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.





2.2 .  Tujuan, Sasaran dan Arahan Kebijakan Umum  Daerah



 
Untuk mencapai  visi dan misi organisasi maka sebagai langkah selanjutnya, perlu dirumuskan tujuan organisasi  berdasarkan penetapan  Faktor Kunci Keberhasilan yang telah dipilih  berdasarkan prioritas tertinggi dari strategi alternatif yang tersedia. Penetapan tujuan  tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus  dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai  dimasa mendatang. Penetapan tujuan ini juga harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat dirumuskan  sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif.
3. Meningkatkan Tata Kelola kehutanan yang bersih, transparan dan akuntabel secara partisifatif.
4. Pemberantasan Illegal Logging.
5. Penanggulangan Kebakaran Hutan
6. Penerimaan Pendapatan dari Sektor Kehutanan
7. Rahabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Hutan
8. Desentralisasi Sektor Kehutanan
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat
10. Penangan Konflik Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial.

Sasaran organisasi dirumuskan untuk menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Pada tahap berikutnya sasaran ini akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai,  berorientasi kepada hasil dan dapat direalisir dalam waktu tertentu. 





Sasaran organisasi  dapat dirumuskan :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik.
2. Peningkatan Kerja Aparatur.
3. Peningkatan kualitas tata kelola kehutanan Provinsi
4. Ketersediaan data kawasan hutan yang dikelola.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha kehutanan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.
7. Desentralisasi Sektor Kehutanan
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat
9. Penangan Konflik Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial.

Dalam rangka pencapaian Visi Jambi TUNTAS Tahun 2021 serta sebagai wujud dukungan OPD terhadap Misi Kepala Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengemban serangkaian tugas dan fungsi dengan arah kebijakan antara lain sebagai berikut :
1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas Kehutanan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi.
2. Peningkatan kedisiplinan dan keseragaman berpakaian.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan standar daerah.
4. Peningkatan Sumber Daya manusia di bidang Kehutanan.
5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
6. Inventarisasi subjek dan objek konflik.
7. Memperluas dan menata kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.
8. Memenuhi target capaian PNBP (%)
9. Restribusi daerah sektor kehutanan terhadap PAD total
10. Mengelola dan merencanakan kawasan hutan secara baik.
11. Menurunkan luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar.
12. Menurunkan luas lahan kritis di Provinsi Jambi.
	



PROGRAM DAN KEGIATAN

Secara umum, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah dapat memenuhi tugas dan fungsi organisasi yang telah dibebankan. Hal ini tercermin dari terealisasinya sejumlah program dan kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Pada Tahun 2018 untuk Menuju Jambi TUNTAS 2021, maka pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai target program yaitu 9 (sembilan) Program untuk APBD dan 1 Program untuk APBN. 

Berikut ini adalah 9 (sembilan) program untuk APBD dan kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun 2018 :
1. Pelayanan Andminsitrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
7. Perencanaan dan Pengembangan Hutan
8. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Berikut ini adalah 1 program untuk APBN dan kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun 2018 :

“Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi”









3.1.   Program dan Kegiatan dengan sumber Dana dari  APBD



1.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koodinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaran Dinas / Operasional
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3.  Program Peningkatan Disiplin Aparatiur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Program Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan Penatausahaan Keuangan dan Aset





5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Realisasi Kinerja SKPD
3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
4. Pementapan dan Evaluasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK)

6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
1. Pengembangan Hutan Tanaman
2. Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
3. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
4. Pengembangan Insdustri dan Pemasaran Hasil Hutan
5. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu.

7. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
1. Perencanaan Kegiatan Pengelolaan KPH, KPHL
2. Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan.

8. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
1. Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
2. Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
3. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan
4. Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Jambi
5. Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan
6. Pemantapan Kawasan Hutan
7. Konservasi Kawasan Esensial (Bernilai Ekosistem Penting) dan Keanekaragaman Hayati
8. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan di KPHP dan KPHL.


9. Program Rahabilitasi Hutan dan Lahan
1. Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
2. Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
3. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4. Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
5. Peningkatan Pengelolaan KPH, TAHURA, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.
6. Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan, Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata di KPHP.
























3.2.   Program dan Kegiatan dengan sumber Dana dari  APBN




Berikut ini adalah 1 program untuk APBN dan kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun 2018 :
“Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi”
Dengan rincian Dukungan Pencapaian Sasaran strategis (Dekonsentrasi) program dan kegiatannya yaitu :

A. Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Tim Provinsi.
B. Patroli / Operasi Pengamanan Hutan
C. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan TAHURA
D. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan
E. Sosialisasi Tata Btas Kawasan Hutan
F. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan
G. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Apel Siaga Tingkat Provinsi
H. Sosialisasi dan Koordinasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
I. Desk Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat.
J. Konsultasi / Koordinasi Operasional KPH
K. Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial
L. Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial
M. Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial
N. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan
O. Administrasi Kegiatan







INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI


Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang menjadi Indikator Kinerja Kunci dalam rangka pemantauan evaluasi kinerja selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 adalah :

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Pada Indikator Kinerja ini yang menjadi variabel dalam rumus perhitungan capaian adalah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2018 dan luas total hutan dan lahan kritis yang ada di Provinsi Jambi Tahun 2018. Selama tahun anggaran 2018, luas lahan kritis yang telah direhabilitasi adalah seluas 10.941,98 Ha Dalam Kawasan Hutan dan Diluar Kawasan Hutan seluas 40 Ha, sesuai data yang diperoleh dari UPT Kementerian Kehutanan Balai Pengelolaan DAS Batanghari Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dari total luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan pada tahun 2018 adalah seluas 844.647,41 ha. 
Berdasarkan data-data di atas, dapat diperoleh persentase capaian atas indikator kinerja kunci rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini sebesar  1,29 %. 

2. Kerusakan Kawasan Hutan. 
Capaian kineja atas indikator kinerja ini adalah sebesar 40,24 %. Luas kerusakan kawasan hutan di Provinsi Jambi tahun 2018 adalah seluas 844.647,41 ha data tersebut masih mengacu pada data tahun 2013 sesuai data yang diperoleh dari UPT Kementrian Kehutanan Balai  Pengelolaan  DAS  Batanghari  Jambi tertanggal 20 Februari 2018, sedangkan luas kawasan hutan di Provinsi Jambi adalah 2.098.535,00 Ha (Menurut SK. 863/Menhut-II/2014, Tanggal 29 September 2014),  Hal ini tentunya menjadi perhatian serius bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terutama dalam aspek pengamanan hutan dari kegiatan kebakaran hutan dan perambahan serta illegal logging yang merupakan faktor pemicu kerusakan dan hutan.



PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa permasalahan yang muncul seiring maupun diakhir capaian kinerja tersebut lebih disebabkan kepada suatu proses penyesuaian dengan sistem dan pemantapan kapasitas dan peran bagian-bagian pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi khususnya terkait penguatan institusi, kapasitas sumberdaya manusia dalam kerangka pikir dan kerangka tindak yang tepat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
Terhadap performance Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang telah dicapai  tersebut dapat dinyatakan dalam analisa sebagai berikut :
6.1.   Permasalahan



1. Program dan kegiatan yang melibatkan instansi atau pihak lain di luar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Kepolisian, Kejaksaan, Mangala Agni dan Instansi - Instansi vertikal  lainnya), membutuhkan koordinasi dan konsultasi yang tidak mudah untuk mensinkronkan jadwal dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini juga menyebabkan ada beberapa kegiatan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang realisasinya masih belum memuaskan.  
2. Untuk program dan kegiatan yang dananya bersumber dari APBN (dana dekonsentrasi) difokuskan pada kegiatan perencanaan dan evaluasi serta persentase capaian sasaran strategis.
3. Selain faktor-faktor penting di atas, yang turut berperan dalam pencapaian sasaran dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah ketersediaan peralatan dan perlu peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan agar sasaran dari program dan kegiatan yang diinginkan dapat tercapai.
4. Alokasi penambahan kekurangan gaji pegawai akibat dari dampak P3D lebih besar dari pada kebutuhan yang diusulkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.




6.2.  Solusi 




Beberapa faktor yang diidentifikasi berpotensi menjadi daya dukung bagi pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun 2018 sehingga lebih diharapkan menjadi daya dorong pencapaian kinerja tahun-tahun berikutnya antara lain :
1. Adanya rencana operasional dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang terangkum dalam Rencana Strategi, yang sekaligus dijadikan pranata pengukuran kinerja.
2. Dukungan dana dan alokasi anggaran baik APBN maupun APBD yang tepat, efektif dan efisien walaupun belum memadai. 
3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang akan melaksanakan kegiatan di Tngkat Tapak.
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